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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT |l
REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1982

TENTANG

SUSUNAN ORGCANISAS! DAN TATA KERJA DINAS PENDA-
PATAN DAEZRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Ii REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT il REMBANG

Menimbang - a. bahwa dengan telzsh terbitnya Surat Edaran
Dir. Jen. *UOD Nomor 970/'45%/PUOD tang
gal 1 Mei 1990 tenteng Fembs=rickusn Mepat
da dan Tyoce Struktur Organisasi D'nas Pen—
dapatan Dsaerah Tingkat Il, maka perlu adanya
pery-mpurnaan Organisasi dan Tatakerje Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Daerzh Tingkat
t] Rembang sesuai Mapaida Tyrce A.

b. bahwa sehubungan dengan maksud- maksud
teisebut diates dipandang periu diatur dan di-
tuangkan daiam Peraturan Daerzh.

Mengingst : 1. Undang undang Nomer b Tzhun 1874 tentang
Pokok-pokok Pemeiintahan di Daerah.
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2. Undang-undzng Nomor 12 Tahun 1250 ten-
tang “embsentukan Dasrah deerih Kabupsaten
di iingkungan ropinsi Jawa Tengah.

3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363
Tahun 1-77 tentang Pedoman Fermbentuken,
Susungn Q.ganisast dan Tatake:ja Dinas LDae
rah.

4. Keputusan Merteri Da'am Jegeri Nomor 973
-447 Tahun 1830 tentang 3istim dan Prose-
dur Paerpzjekan. Retribusi Dacreh dan Penda-
patan-Pandzpetan Daersh lainnya serta pemu-
ngutzn fz2jak Bumi dan Bangunzan di 99 Ka-
bupaten/Kotamadya Dasrzh Yingkat (.

N,

5. Keputusan Menteri Dalam Nzgeri Nomor 23
Tahun 1339 rentang Pedoman QOrganisasi dan
Tatakeria Diras Pendepatan Daeizh Tingkat il

6. Surat Keputusan Menteri Dzlam Negeri Nomor
48 Tahun 199! tentang Typs Organisasi Dinas
Pendapstan Daerah Tingkat il di 91 Kabupa-
ten Daersh Tingkat il

Dengan Persetujuan Cewan Peiwakilen Rekyat Dacrah Tirgkat

Rembanag,

Menstapkan

MEMUTUSKAN

1 Pereturan Daerah ¥abupsien Daersh Tirgkat |i
Rembanc ten ang Susunan Qiganisesi dan Tata-
ke'ja Dinas Pendepatan Daerah Kabupaten Deerah
Tingkat 11 Rembang.
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BAB |
KETENTLAN UMUM
rasal 1
Dalam Peraturan Daerah iri yang dimaksud dergan
a. Daersh adalah Kzbupzten Daersh Tingkat I+ Ren barg.
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepela Deereh Tirgkat 1l
Rembas g.

c. Dinas Pendapatan Dasrzh adaleh Dinas Pendzpatan Daerah
Kebupatan Daerah Tingkat il Rembang.

d. Kepala Dinas adslak repais Diras Perdzpatan Daereh Kabu-
patsn Daeigh Tingkat |l Rembang.

e. Unit Penyuluhan ads'ah Urit Penyu'vhen Dinas Perdaten Da
erain Kebupaten Daerzh Tingkat I Rembang.

f, Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerzh Ting
kat il Rembang.

0. Unit Palaksana Teknis sdaleh Unit Pelsksana Teknis Dinas
Pendapatan Daerah <zbupaten Daersh Tingkat il fembang.

BAB |1
KEDUDUXKAN, TUGAS ¥OX0OK DAN FUNGSi
Pasal 2

(1) Dinas Pendapatan Dasrah adalsh unsur Pelaksana Pemerin-
tah Dasrzh di bidang Pendapaten Dserah.
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{2) Dinzs Pendapaten Dzerah dipirrpin oleh secrarg Yepsis Di-
nas yang berade dicawsh dan beitanggung jewab kepeada
Bupati Kepala CLaciah.

Pasal 3

Dinas Pendapstan Daarah mempunyai tuges meleksa—
nakan sebagian urusan rumah tangua Daerah dalem pidang Pen
dapatan Daerah dan tugas— tugas Iainnya'yang diserahkan oleh
Bupati Kepala Daerah kep-danya.

Pasal 4

Untuk menyslercgarakan tugzs sebagaimara tersebut
dalam pasal 3 Dinas Fendspaten Daeizgh mempunyai tugas |

a ma'ekukan perumusan kebijzkszrasn teknis, pemberian bimki-
ngan dan pembinaan, koordiesi ieknis dan tugas-1upes lain-
nya yara diserahkan cieh Bupati Kepaie Deersh kepadarye se
susi dengan Peraturan Perundang-undangan ysng beriaku.

b me'akukan pendaftaren dan pendatzan wejik pejek Daerah dan
Retribusi Daerah

¢ membantu pelaksana pskerjsan pendatean obyek dan subyek
Pzjak Bumi dan Bangunzn vana ditaksanzksn oleh Duektorat
Jenderal Pajek/Direktorer fzjsk Bumidan B.nounan dalem hal
menyampaikan dan menerina kemball Surat Fenberitabuan O-
byek Pajsk (SPO? ) wajib pajak.

d. malakukan penatapan besarnya pajak Dasrah dan Retribusi
Daerzh.

e membantu melckukzn peryampaien surat pembeiitebuzn Fejak
Tethutang (SPPT), Surat %etetapan “gjak { SKP), Surat Tagi
han Pajak {STP dan sarana Administiasi teiak Bumidan Ba
ngunan (PBB ) lainnya, yanc di'eibitkan olen Dit Jan. Pajak :
kepads wxjib prjak serta memtbertu melsbrkar penyampaisn
Daftar Hivwpunan Pokok Pembavar=n { DHPP) RBB yang di-
huat oleh Dit. Jen. ajsk kepada petugas pe nungut "BB. yang
ada di bawah psngawasan.
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f. melakukan pembukuen dan pelaporan 2tas pemunguian dan

peny=toran pajek daersh, ¢etnbusi desrah serta pendapatan
dasrah lainnya.

. melakukan koordinesi den pengawasan atss pekerjsan penegih

an #ajak Daergh, Retr busi Daerah den perenmazn esli daetsh
lainnya serta penagihan Fajak Bumi dan Bangunan yang di-
limpankan oleh Menteri Keuangaen Kepala Deerah.

melakukan tuges perencenaan dan pengendelian cperasioral
di bdany pendatean, penalapan den pen:ghan Fajek Laelzh
Retribusi Dasrah penenmaan asli Baerah lainnya den Fajak
Bumi den Bangunan.

. melzkukan panyuluhan mengenai Fajsk Daerah, Retiibusi Dae

rah dan pendapatan Daerah lainnya serta Pejak Bumi dan
Bangunan.

. melakukan Urusan Tata Usaha.

BAB il
ORGANISASI
Pasal B
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daserah terdiri dari &
Kepala Dinas

Sub Bagian 'ata Usaha.

c. Seksi Pendaftaran dan Pandataan.

d. Seksi Penstapan.

Ssksi “embukuan dan Pelaparan.

. Seksi penaaihan

Seksi “erencaneen dan Fengendalian Organisasi.

Unit Penyuluhan.

Pasal 6

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat mempunyai tugas:
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a Membantu Bupati Kepala Deserah dibidang tugasnya.

Memimpin dan mengkeordinasikan kegiaten Dinas FPendapatan
Daersh

c. Menuadakan hubungan dan kerja same dengsn Instansi-instan
si lainnya untuk memperiancar psisksanean tugesnya.

d Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati
Kepala Daerah.
Pasa! 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyzi tugas memberikan pe-
layanan sdministrasi kepada seluruh satuan Organisasi dalam hing
kungan Dinas Pendzpatan Daerah

Pesal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam
FPasal 7 Sub Bagian Tala Usaha mempunyai fungsi.

Melakukan Urusan Umum.
Malskukan Urusan Kepsgswaian.

Melakukan Urusan Perzwaten dan Perlengkapan.

e o T

Maslakukan Urusen Keuangan.

Pasal 8
Sub Bsgian Tats Usaha terdiri dari :
a. Urusan Umum
b. Uiussn Kepegswaian,

Urusan Keuangan.

Pasal 10

{1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan Urusan surat
menyurat, kearsipan, rumah tsngga, pembayaren geji Pega-
wai dan psijalanan Dinas seitz pangadasn dan pemeliharaan
periengkapun serta pergeturan penggunaan kendaraan Dinas.
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{2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penge-
leizan Kepegsawaian.

(3) Urusan Keuangan mempuryal tugas melaksanakan perge'o-
laan Keuangan.

Pasal 11

Ssksi Faendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melak-
sanakan kegiatan pendsfiaren dan pendapatan wejib psjek Dae—
rah dan wijib Retribusi Daerah serta pendatazn cbyek pejek
Daerah dan obyek Retnbusi Daerah dan membaniu melekukan
pendataan obyek dan subyek Fejek Bumi den Baengunan yang
dilaksanakan olen Dirskiorat Jenderal Pajak.

Pasal 12

Untuk menyslenggarakan tugas sebageimena tersebut da—
lam pzsal 11, Seksi tendcftaian dan Fercdatzan  menpunyai
fungsi

a

Melakukan pendafraran wajib pejzk Daerah dzn wazjib Retribu
si Daerah melalui formulir perdsftaren Serte meng hippur dan
mengolah daia ohyek dan subysk wejib pajak dan Retribusi
Dasrah melalui formulir Surat Pemberitabuan SPT) sertg pe-
nerimaan lokasi/lapangan atas tembusen Surat Dinas daii In-
stansi fain.

b. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak d=n Retribusi Daerzh.me
nyimpan Surat Perp-jakan dan Rewibusi Daerzh yang berka—
itan dengan pendeftaran dan pendateaan,

c Membantu melakukan penyampaisn S0P, Pajak Burmi dan
Bangunan yang diterbitkan oleh Direkrorat Jendera! P:jak, ke
peda para wejib pajak serta menenma kembali isian SPOP,
re'sebut daii para wajib pajak.
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Pasal 13

Seksi Pendaftaran dan Psndataan terdiri dari :

(&

a Sub Seksi Pendaftaran.
b Sub Ssksi Pendaiaan,
¢, Sub Seksi Dokumentzsi dan pengelolzan Data.

M

(2)

(3)

Pasal 14

Sub Seksi Pendsftaran mempunvyai tuges mendistribusikan
dan wenerima kembai fcrmulir pendsftaren yarg telah diisi
oleh wijib pajak dan rstnbusi Daerah, membuat laporan ten
tang formulir pendaftaren wej b psjak dan Retntus: Daersh,
yang bsium diterima kembali, mencatat nara dan alemzt ca
lon wajib pajsk dan ietribusi Daerah dalam formulir pencsf-
taran Waziib Pajak dan Retribusi Daerah, menetepkan Nomer
Pokok Wajib Pajak Dearah (NrWrD).

Sub Seksi psndataan mempunyai ftugss menghimpun. menge
lola dan mencatat data obyek dan subyek pajak Retribusi
Dasrah, me'akukan pemenksean lLapangsn lokasi den mele-
porkan hasiinya serta membust daftar mengenai formulit SPT.
yang bzlum diterima kembali.

Sub Seksi Dokumentasi dan pengolahan Data mempunyai
tuaas membuat dan memeiihara Daflar induk Wejib Fejek dan
Wojin Retribus: Daerah, memberikan Kariu Pengenal NFW-D,
manyimpan surst Arsip “erprjakan dan Retsibusi Daerah yarg
berkaitan dengan pendsfiaran dan pendatezn. membantu me
lskukan penysmpaien SFOP Fgjek Bumi dan Bargunan ke-
pada psra wajino pzjsk serta menerima kembali isisn SFOP
Paiak Bumi dan Bangunan dari Wajib Faj-k yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenceral Pajak.
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Pasal 1b

Seksi "enstapan mampunyai tugss melaksenskan perghi
fungan dan penetapen jumieh pajak cdan Retribusi Daersh yang
tarhutang s<rte menghitung besarnya angsuren atas permokonan
wajiy pajak dan retribusi Deerzh, serna menata uszhahan jumiah
ketetapan Fajak Bumi dan Bangunan yang penagihennye dilim-
pahkan kepada Daeiash berdasarkan Surat pemberitehuan Fejek
Terhitung (SPPT} dan Daftar Himpunan Pokok Pembzyaran
{DHFP) Pajak Bumi dan Bangunan.

Rasal 16

Urntuk manyelenggarzkan tugsas sebzgaimana tersebut dalam
pasal 15 Seksi #snstapan mempunyai fungsi :

a. Meiakuken paenghitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

b. Mealakukan penghitungan jumlah angsuran pungutan/pemha—
yaran penystcran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi
Daarah yang disstujui.

¢. Meneri bkan dan mendistiibus kan serta menyimpen aisip su-
rat perpajaken  cdan  retribusi daeish yang berkeitan dsngan
penetspan.

d. Mambantu mslakukan penerimean SPPT Psjak Bumi dan Ba-—
naunan beserta DHPP Pasjak Bumi den Bangunan dan Doku-
men Pzjak Bumi dan Bangunan isinnya yang berkaitan oleh
Direktorat Jendarel Pzjak serta mendistiibusikan kepaca pata
wejib Fajak den Kepaia Unit !ain vang terkait.

Pesal 17
Szlsi Penetapan  terdini dari
a. Sub seksi Penghitungen.

b. Sub Sczksi Pensibitan Surat Ketetapan.
¢. Sub Seksi Angsuran
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Pasal 18

(1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksanakan
panghitungen penei: pen, penet:pen secala jabaten den pe-
netapan tambahan pajak / retribusi Daerah.

(2) Sub Seksi Penerbitan Surat ketetzpan mer-purysi tugezs me
narbitkan Surat Ketetapen Pajak (SKP ), Surst Ketetapsn Re
triousi (SXR), Surat Ferjanjian Angsuran, dan Surat-surat ke
tetapan pajak lainnya serta mendistribusiken dan menyimpsen
arsip surat perpajskan dan retnbusi Daerah serta menltanu
Direktorat Jenoeral Pajak dzlam mslakukan penyzmpaien dan
penyimpanan arsip SPPT serta dokumen Pajak Bumi dan Ba
ngunan lainnya.

(3) Sub Seksi Argosran mempunyai tugas menerima Surat per-
mohonan Angsuran, menyiapkan surat Perjanjien Angsuran
dan surat Penolekan Angsursn pemunguten/ pembayaran/ pe-
nyatoran pajak dan Ratribusi.

Pasal 19

Seksi Pembukuan dan Pelepcran mempuryai tugss melak—
sanakan psmbukuan dan pe'sporan mergengi 'eslisasi penerima-
an dan tunggakan psjak dan Retribusi Daerah dan Fejak Sumi
dan Bangunan sserta pengelolaan benda berharga.

Pasal 20

Untuk menyelenggerzken tugas sebagaimena tersebut dalam
pasal 19, Seksi Pembukuan dan Peiaporan me npunyai fungsi
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(]

a.
b.

C.

S [

melakukan pencataten mengenai penetapan dam penerimasn
dari pemungutan [ pembayeran / panyetoran psjek den ietribusi
daersh kedalam Kartu Jenis Pajak den Retribusi Deerah, dan
Kartu Waijib Pajak dan Ratribusi Daerah serta kedalam Kartu
Pengawasan Pembayaran Pajek Bumi dan Bangunan { KFPEBB
4) dan Deftar Himpunan Pokok Pembayaten ( DHPP).

. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaren

bz=nda berharga serta penerimazn uang dari hasil pemungutan
benda berha:ga kedslam Kaitu Persecicen Bende Berharga.

iMenyiapkan laporan realisasi penerimaan dsn tunggakan pe-
mungutan/pembayaran/ penyetoran pejsk den retiibusi daerah,
resilsssi penerimeen pengeiuaran den sise persediaen bernda
berharga secara bulanan, triwuian dan Tahunan serta realisasi
penerircaan dan tunggskan Pajak dan Bangunan.

Pasal 2%

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari @
Sub Ssksi Pembukuan Penerimaan.
Sub Seksi Pembukuan Persadiaan.

Sub Seksi ?elaporan.

Pasal 22

(1) Sub S=ksi "embukuan Penerimaan mempunryai tucas mene—

rima dan mencatat semua SKP, SKR dan Surat- surat Kete—
tzpan Pajsk !zinnya, yang telsh dibayer lunes den rencatat
penerimaan / pembayaran penyetoran PBB serta menghitung
tunggakan,
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(2) Sub Seksi Pembukuen Persedizen mempunyai tupss meneti-
ma dan mencatat Tenda ferima Benda berharga bukii pene-
rimaan benda berharga. bukti pengeluaran/pengambilan ben—
da berharga penerimaan uang hasi! pemungutan dengan benda
be harga serta menghilung dan merinci sisa persediaan cenda
be/harga.

(3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan !aporan
pericdikal mergensai rea'is: si penetimaan dan turggeken pa-
jak dan retribusi daerah s-rta pajak Buni dan Bangunan,
menyiapkan laporan berkala maengenal realisasi penetimagan
dan persedizanjbenda berharga.

Pasal 23

Seksi penagihan mempunyzi tugas melaksanakan penagihan
pajak d-srah dan retribusi Daerah yang me'sr paui bsies wakiu
jatuh tempo, melayani keberatan dan permoronan bending serta
mengumputkan dan mengelah dete sumber-sumber penerimaen
daerah lainnya diluar pajak dasrah dan retribust daerah.

Pasal 24

Untuk menyslenggarakan tugas sebegeimana tersebut dalam
pasal 23, Seksi Penagihan mempunyai furgsi :
a. melakukan kegiten peragiben Peajek dan Retribusi Daerah se—
sua) dengan keteniuzn yang barlaku.
b. melakukzn pelayslanan keberstan dan permohonzn bending
sasuai dengan bates kewengennya.

¢ menaumpulkan dan megelola deta sumber-sumrber peretimaan
penerimaan lairnya diluar pejak gan retribusi Daergh,
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Pasai 25
Seksi penagihan terdiri dari : t
a. Sub Seksi Penagihan.
b. Sub 3eksi Keberatan

c. Sub Seksi Pengslolaan Penerimaan Sumber Lein- lain.

Pasal 26

(1) Sub Saksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan men
distribus:kan surat menyurst dan dokumentesi yang berhubu-
ngan dengan psenagihsn.

(2) Sub Ssksi Keberatan mampunyai tugas mensarima dan malg—
vani surat kebsratan dan susat permohonan Banding atas ma
teri panstapsn pajak dan retiibusi daerah, menyizpien Kepu-
tusan Menerima atau menolzk keberaten, dan meneruckan
penyelesaian permchonan Barding ke Majelis Pertimbengan
Pajek

(3) Sub Scksi Pengalolaan Penerimaan Sumber Laln-iain mem-
punyai tugas mengumpulkan dan mengeieh data sumber-sum
ber pererimaan tainrya diluar pajak dan retribusi Dzerah se~
sual dsngzn Peratutan Perundengan yang beriaku,

Pasal 27

Seksi “erensncean dan Pergendalian Operasioral mem
punysi tugas mel'aksanakan panyusunan rencens, pembinzan tek
nis pemungutan, pemantauan, pengendalisn dsn peningkatan pen
dapatan dzerah.

Pasal 28

Untuk menye'enggarzkan tuges sebagaimana tersebus
dalem pasal 27 Seksi Ferencanzan dan Pengendalian Operaszio-
nal mempunyai fungsi.



a. me'akukan parsncanasn pendapatan dzerah yang bersumber
dari Pajak Daerah. Retribusi Da-rah din Fendepatan Daerzh
lainnya serta dati PBB. meloliba rembiraan teknis op-rasio
nal, bimbingan dan perunjuk kepsda semua Unit Ketja D erzh
yang melaksanakan pemungutan fajak Dzerzh, Reuibisi Dea-
rah dan Pendapatan Deeieh iainnyz se:its pemunguten PEB.

b melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal dan Dinas Da
rah iainnya.

Pasa! 28

Seksi Perencanaan dan Pergendaslian Operesional ter-
tidiri dari

a. Sub Seksi Perencanaan dan Fembinaan Teknis Femungutan,
b. Sub Seksi Penggaﬁaﬂ : dan Peningkatan.

Pasal 30
(1) Sub Seksi Perencansan cdzn “emtinsan Teknis Pemunguian
mempunyai tugas merytisun re: cerz pe rndepaten daerel cen
rencana intensif kasi peungutan penpapatan daerah, melaku
kan psmbinaan pengguna:in sarera der prasarana parpajakan
daerah, retibusi daerah 2on penczpsian daerzh leinnya,

(2) Sub Seksi Penggalien dan Peningkatan mampunyai tugas
mengumpulkan dan mengeiols Dzz semua sumber pendepat
an daersh, merumuskan Neskeh Rancancen Peraturan Dae-
reh dan Keputusan Bupati “epsis Dzeiah tentang Perpejakan
dan Retribusi Daerah cdan Fencipaten Daerzh lainnya.
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UNIT PENYULUHAN
Pasal 31

() Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepalz Sub Seksi,
berada dibawah dan beartanggung jawab kepada Kepazia Dinas

(2) Unit Panyuluban sebagaimana tarsebut daiam syat (1) pasal
ini mempunyai tugas menyusun bahwa penyuiuban dan me—
iaksanakan kegiatan panyuluhan informasi dan penerangan
Perpajakan dan Retribusi Daersh, Pendapatan Dzeiah leinnya,
Pajak Bumi dan Bangunan serta mengkoordinasitan kegiatan

Penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 32 .

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatskerja Cabsrg Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian bsrdasarkan
Pedoman Menteri Dalam Negeri,

BAB IV
TATA — KERJA
Pasal 33

Dalam melaksarakan fugasnya, Dinas Pendapatsn Da-
rahh mendapsat pembinaan teknis fur gsionel dari Dinas Fercepat-
an Dasrah Tingkat | Jawa Tengah.
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Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepa'a Diras harus menerap
kan prinsip-prinsip koordinesi, integrasi sinkronisasi dan sim
plifikasi  baik dalam lingkungen Dinas Fendapatan Dasrah
maupun Instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan Dae-
rah, sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usahe, Seksi-seksi dar Unit Penyu
fuhan harus menerapkan prinsip-prinsip kcordirssi, integresi,
sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidarg tugasnya
masing - masing

Pasal 35

(1) Kepala Dinss, Kepa'a Sub Bagien Tata Usahs, para Kepals
Seksi, Kepaa Unit Peryuluben bertzrgrurg jewsb memberi
kan bimbingan/pembinaan kepada bzwahannys serta melapor
kan hasil hasil peleksanaen tugasnya menutut hieraictis ja-
batan masing-masing.

(2) Xepala Sub Bagian Tsta Uszha, pera Kepzla Seksi Kepala
Unit Penyuiuhan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pads Dinas Pendapatan Dae
rah bertanggung jawab kepzada Kepala Sub Be:gian Tata U -
saha, Xepala Seksi.

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi Dinas FPendapatan Dasrah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Deersh ini.
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BAB V
Ketentuan Lain — lain
Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serfa Susunarn ke-
-pegawaian diatur sesuzi dengan perungang-undangan yang ber-
laku.

BAB Vi
PENUTUP
Pasal 38

Dsngan bar'akunya Peraturan Daerah ini maka Pera-
turan Daerah Kabupaten 0Daserah Tingkat || Remrbanrg Nomor 11
Tahun 1979 tentang Susunan Organis-si dan Tatakeria Dinss Pen
dapatan Daerah kabupaten Dsersh Tirgkat 1) Rerberg, der se-
gala kstentuan yang bertentangan dengan Peraturan Deereh ini
dinyatakan tidak be:laku.

Pasal 39

Hal - ha! yang belum distur dalam Peraturan Daarah
ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepan-
jang mengenai pelaksanannya.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini beilaku sejak tangga! diundang-
kan.
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Agar sstiap orang dzpat mengetahuinva, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Daersh ini dengan penempatannya dalam Lem—
baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |I Rembang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Rembang 13 Pebruari 1992
DAERAH KABUFAIEN DAERAH BURATI KEPALA DAERAH

TINGKAT Il REMBANG TINGKAT 1| REMBANG
KETUA :

SOEGENG SARWONO Drs. H. WACHID!I RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah

Tangga! 27 Mei 1992
Nomor 188.3/197 /1992
An. Sekretaris Wi'ayah / Daerah
fingkat | Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

SARDJITO. SH.
NIP. 500034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerzh

Kabupaten Daerzh Tingkar i Rembang

Nomor 411 Tahun 14992 Seri D No. 8
pada tanggal 3 Juni 1892

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H SOEDI/'HARTO
Pemb'na Tk. |
NiF. 500 029 511
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KASUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1832

TENTANG

SUSUNAN ORGANISAS! DAN TATAKERJA DINAS PENDAPAT
AN KABUPATEN DAERAH TINGKAT !i REMBANG

I. PENJELASAN UMUmM

Dengan teleh diterbitkenrya Surat Edaran Direktur
Jenderal PUOD tanggal 1 Mei 1990, Nomor 970/1458, peri-
hai Pemberlekuan MAPATDA, maka 9) Dserah Tingkat Il se-
bagasimana dimaksud dalem Lampiran Surar Edarzn tersebut
harus segera menyusun Stiuktur Organisasi Dinas Pendesp:ten
Daerah Tingkst !l yang baru sesuzi denpan ketentuan yang
telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeti No-
mor 23 Tahun 188% tentang Pedomen Oiganisasi dan Tatsker
ja Dinas Pendapstan Daerah Tingkat I1.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Neceri homor
40 Tzhun 1991 tentang type O'ganisasi Dinss Pend-p:tan Da
erah Tingkat Il di 81 Kabupaten Dserah Tirgkst !, type Or-
ganisasi Oinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daserah Tingkat
Il Rembang ditstapkan scbagai type A.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut distas, maka di
pandang perly mencebut Persturan Daerah Katupeien Deaerah
Tingkat I' Rembang dan meryusur kembali Susuran Organi-
sasi dan Teiakerja Dinss Pend:patan Daersh Kabupaten Dae-
rah Tingkat I Rembang berdssarkan Keputusen Menteri Dalam
N-geri Nomor 23 'ahun 1¢8¢ dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 48 Tahun 1981 tersebut diztas dengan suatu
Peraturan Dasizh.



Il. PENJELASAN PASAL

i D

Pasal 1
Pasal 2 ayat (1)

(2)
Pasal 3 dan Pasal 4
Pasal 5

Pasal 6 s/d 31
Pasal 32 ayat (1)

ayat (2)
Pasal 33 s/d 40

5
L]

a
B

-

DEMI PASAL :
Cukup jelas.

Yang dimzksud Pendspatan Daersh
adalah semua Fendepaten Daerah yang
menjadi wewenang Daerah yang be-~
rupa hasil psjak Dasrah, Retobusi Da
erah dan lain-lain usaha Dasrah yang
sah.

Cukup jelas,
Cukup jelas.

Susunan Organisasi ini sesuai dengan
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan
Daerah Type A.

Cukup jelas.

Pembentukan Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis harya dapat di'aksa
nakan setelah ada pedoman dari Men
teri Dalam Negeri.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
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REMBANG
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